BABV
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan dari pemaparan bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi fakta hukum dalam kedua penetapan dibangun dari hasil
pemeriksaan keterangan para pihak, saksi, dan alat bukti surat yang
diajukan di persidangan, kemudian dihubungkan dengan alasan
permohonan dispensasi kawin. Pada Penetapan Nomor
160/Pdt.P/2024 /PA.LK, fakta hukum yang terbentuk meliputi usia anak,
penolakan KUA, kondisi kesehatan, pendidikan, ekonomi, hubungan calon
mempelai, dan kekhawatiran orang tua. Fakta tersebut menjadi dasar
dalam melihat alasan permohonan yang berkaitan dengan hubungan
kedua calon mempelai dan kekhawatiran orang tua terhadap
kemungkinan terjadinya perbuatan yang melanggar ketentuan agama.
Alat bukti yang diajukan berupa bukti surat dan keterangan saksi. Pada
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.LK, konstruksi fakta hukum
meliputi usia anak, penolakan KUA, kondisi psikologis, pendidikan,
ekonomi, hubungan calon mempelai, dan kekhawatiran orang tua. Fakta
tersebut berkaitan dengan alasan permohonan berupa keinginan anak
untuk menikah dan kekhawatiran orang tua, dengan alat bukti berupa
bukti surat dan keterangan saksi.

2. Penilaian kesiapan anak dalam kedua perkara dilakukan melalui aspek
fisik, psikologis, ekonomi, sosial, dan pendidikan, dengan parameter yang
berbeda pada masing-masing perkara. Pada Penetapan Nomor
160/Pdt.P/2024/PA.LK, parameter yang lebih terlihat meliputi kondisi
kesehatan anak, pekerjaan dan penghasilan calon suami, dukungan orang
tua, serta hubungan kedua calon mempelai, sedangkan aspek psikologis
dan pendidikan belum menjadi pertimbangan yang mendalam. Pada

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.LK, parameter yang lebih
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ditekankan meliputi usia anak, kematangan emosional, pemahaman
terhadap tujuan dan kewajiban perkawinan, kondisi pendidikan, serta
kemampuan ekonomi calon suami. Penilaian tersebut menunjukkan
bahwa kesiapan anak tidak hanya dilihat dari keinginan untuk menikah,
tetapi dari kondisi anak dan faktor pendukung kehidupan perkawinan.

3. Pertimbangan hakim dalam kedua perkara menunjukkan konsistensi
pada penggunaan dasar hukum serta aspek yuridis, filosofis, dan
sosiologis. Aspek yuridis terlihat dari penerapan ketentuan batas usia
perkawinan, dispensasi kawin, fakta dan alat bukti, sedangkan aspek
filosofis dan sosiologis tercermin dari pertimbangan terhadap
perlindungan anak serta kondisi keluarga dan lingkungan anak. Ketiga
aspek  tersebut digunakan secara konsisten, tetapi  bobot
pertimbangannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak.
Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.LK lebih menekankan hubungan
calon mempelai, kekhawatiran orang tua, dan ekonomi calon suami,
sedangkan Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2025/PA.LK lebih menekankan
usia, kondisi psikologis, pemahaman terhadap perkawinan, dan
pendidikan. Dengan demikian, pertimbangan hakim memiliki dasar dan
kerangka yang konsisten, dengan penerapan yang disesuaikan pada fakta
masing-masing perkara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah yang telah dipaparkan,
maka dapatlah disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga pembentuk undang-undang, perlu dilakukan penguatan
ketentuan mengenai alasan “keadaan sangat mendesak” dalam
permohonan dispensasi kawin dengan memberikan indikator yang lebih
jelas mengenai keadaan yang dapat dikategorikan sebagai alasan sangat
mendesak. Kejelasan tersebut diperlukan agar hakim tetap memiliki
ruang untuk menilai keadaan konkret setiap anak, tetapi memiliki ukuran

yang lebih jelas dalam memberikan pertimbangan hukum.
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2. Bagi hakim Pengadilan Agama, penilaian kesiapan anak dalam perkara
dispensasi kawin sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dengan
memperhatikan aspek fisik, psikologis, ekonomi, sosial, dan pendidikan.
Penilaian tersebut perlu dikaitkan dengan kondisi anak yang sebenarnya
serta dampak yang mungkin timbul setelah perkawinan. Penentuan
adanya keadaan sangat mendesak juga perlu didasarkan pada alasan dan
fakta yang benar-benar terbukti dalam persidangan serta dijelaskan
secara jelas dalam pertimbangan hakim.

3. Bagi KUA dan lembaga adat, perlu ditingkatkan upaya pencegahan
perkawinan anak melalui pemberian pemahaman kepada anak dan orang
tua mengenai batas usia perkawinan, kesiapan membangun rumah
tangga, serta dampak perkawinan pada usia anak. Dalam konteks
masyarakat Minangkabau, lembaga adat dapat dilibatkan dalam
memberikan pembinaan kepada keluarga dan masyarakat sehingga
persoalan perkawinan anak tidak hanya ditangani setelah masuk ke
pengadilan, tetapi juga dapat dicegah sejak tingkat keluarga dan

lingkungan masyarakat.
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